Lelang Jabatan dalam Tinjauan Good Governance (studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014) by Asnawi, Muh
 
 
1 
 
LELANG JABATAN DALAM TINJAUAN GOOD GOVERNANCE (STUDI 
KASUS PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014) 
 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Politik 
 
Disusun Oleh: 
Muh. Asnawi 
 30600112017 
 
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 
2016 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahi Rabbil A’lamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat 
merampungkan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Skripsi ini berjudul “LELANG 
JABATAN DALAM TINJAUAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS 
PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014)”, dimana didalamnya 
terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan proses atau upaya Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat Gowa terhadap 
Pemilu Presiden tahun 2014. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, 
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan 
yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki 
penulis, sebagaimana penulis merupakan makhluk biasa yang syarat akan 
keterbatasan. Olehnya itu, segala masukan yang sifatnya membangun senantiasa 
terbuka bagi siapa saja untuk mengiringi perbaikan kualitas tulisan ini dan penulis 
berterimakasih kepada siapa saja yang telah memberikan masukan dan saran. 
Penulis sadar bahwa berbagai pihak telah memberikan arahan dan bantuan 
bagi penulis dalam merampungkan skripsi ini, untuk itu dengan segenap kerendahan 
hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan 
penghargaan yang setinggitingginya kepada : 
 
 
5 
 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan 
baik jasmani dan rohani. 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan saya. 
3. Ayah, Ibu (H.Ambo dan HJ. Asse) serta kakak dan adik-adikku  tercinta, 
terima kasih atas doa dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini.  
4. Bapak Prof. Dr. Musafir Papabari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Makassar beserta wakil Rektor I,II,III 
5. Bapak Dr. H. Muhammad Natsir, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, 
Filsafat, dan Politik Universit Islam Negeri Makassar. 
6. BapakDr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku ketua Jurusan IlmuPolitik 
Univarsitas Islam Negeri Makassar. 
7. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Ramli. M. SI (Selaku pembimbing I)danNur 
Aliyah Zainal, S.IP MA (Selaku pembimbing II) yang dengan senang hati 
memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis. 
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 
Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan saya ilmu 
pengetahuan selama saya duduk di bangku perkuliahan. 
9. Seluruh aparat BKDBalaikota Makassar yang telah membantu saya dalam 
proses wawancara dan memberikan saya data yang saya perlukan. 
 
 
6 
 
10. Teman-teman yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi 
saya yaitu rekan sesama mahasiswailmupolitik., serta sahabat saya yang ada 
diluarsana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...........................................  ii 
PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................ iii 
KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii 
ABSTRAK ......................................................................................................... ix 
BAB I : PENDAHULUAN................................................................................ 1 
A. Latar Belakang ................................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 6 
D. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 7 
E. KerangkaTeori ................................................................................. 15 
F. Metode Penelitian ............................................................................ 20 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................ 23 
A. Gambaran Umum Kota Makassar .................................................... 23 
B. Gambaran Umum Kecamatan ..........................................................  27 
C. Gambaran Umum Kelurahan ........................................................... 31 
D. Gambaran Umum Eselon ................................................................. 42 
BAB III : HASIL PENELITIAN ..................................................................... 50 
A. MekanismeLelangJabatanDalamPenguatanKinerjaPemerintah 
Kota Makassar PadaTahun 2014……………… ............................. 50 
1. ProsedurDan MekanismeLelanagJabatan .................................. 53 
2. KontruksiPolitikLelangJabatan .................................................. 60 
 
 
9 
 
3. AntaraProfessional Dan Prestasi ................................................ 62 
4. Citra PolitikLelangJabatanDi Walikota ..................................... 64 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam 
Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014... 66 
1. FaktorPendukungLelangJabatanDalamPenguatanKinerjaPem
erintah Kota Makassar PadaTahun 2014 ................................... 66 
2. FaktorPenghambatLelangJabatanDalamPenguatanKinerjaPe
merintah Kota Makassar PadaTahun 2014 ................................ 69 
BAB IV : PENUTUP ......................................................................................... 74 
A. Kesimpulan. ..................................................................................... 74 
B. Saran ................................................................................................ 75 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas tentangLelang Jabatan Dalam Tinjauan Good 
Governance (Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014). Jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang 
berusaha menggambarkan secara jelas tentangLelang Jabatan Dalam Tinjauan Good 
Governance (Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014). Adapun pokok 
permasalahan dalam skripsi ini antara lain.Bagaimanakah Mekanisme Lelang Jabatan 
Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014? DanApakah 
Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja 
Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk 
Mengetahui Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota 
Makassar Pada Tahun 2014danUntuk Mengetahui Lelang Jabatan Dalam Penguatan 
Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014. Hasil Penelitian, 
penelititemukan yang pertama yaitu prosedur lelang jabatan di kota makassar sudah 
di jalakan dengan sebaik mungkin kemudian panitia pelaksana melakukan seleksi 
administrasi promosi terbuka jabatan camat, lurah dan eselon II, III  di kota makassar 
lalu melakukan tahapan prosedur lelang jabatan dan materi seleksi dan juga tata cara 
pendaftaran online.Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah 
Kota Makassar antara lain yaitu Pemberian Pembekalan dan Ujian Kompetensi 
kepada para peserta lelang jabatan di Kota Makassar. Lelangjabatan di Makassar di 
adopsi oleh pemerintahan Pak Iokowi Widodo dana spirasi masyarakat untuk 
melakukan lelang jabatan dan isi oleh orang yang professional dan agar citra politik 
pemeritahan bersih dari korupsi kolusi nepotisme di pemerintahan Pak Dani Pemanto. 
Kemudian temuan yang kedua yaitu faktor pendukung lelang jabatan dalam 
penguatan kinerja pemerintah kota makassar pada tahun 2014 yaitu media massa, 
tempat pelaksanaan tes, sosialisasi mobil keliling dan juga kelengkapan berkas yang 
diberikan calon peserta ke panitia lelang jabatan, membuat kinerja panitia dalam 
melaksanakan lelang jabatan di kota makassar tidak terhambat oleh penundaan jadwal 
lelang jabatan di kota makassar. Sedangkan faktor penghambat lelang jabatan dalam 
penguatan kinerja pemerintah kota makassar pada tahun 2014 yaitu anggaran dan 
jumlah peserta. 
 
Kata Kunci:LelangJabatandanGood Governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Lelang jabatan menarik untuk didengar meski pada dasarnya rancu dan 
kurang tepat.Istilah lelang identik dengan barang/jasa, sedangkan jabatan bukan 
termasuk kategori barang dan jasa.Kemudian diperhalus dan diperjelas maknanya 
dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka.
1
 
Lelang jabatan atau sering disebut dengan istilah job tender sebenarnya bukan 
hal baru dalam perspekif administrasi publik.Dalam konsep New Public Management 
(NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, 
dengan istilah yang berbeda-beda seperti auction office.Tujuannya adalah untuk 
memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai 
untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih 
efektif dan efisien. Lelang jabatan merupakan salah satu cara untuk memperkecil 
potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen jabatan dilakukan 
secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang 
netral dan kompeten melakukan seleksi.
2
 
 Menurut Jokowi, lelang cuma istilah, bukan seperti lelang barang atau jasa, 
tapi menyampaikan sebuah proposal kerja atau di perusahaan biasanya disebut 
                                                             
     
1
 Dewi Sendhikasar, Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Di Dki Jakarta (Jakarta: Pusat Pengkajian, 
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), h. 1. 
     
2
Mahmun Syarif Nasution, Lelang Jabatan Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sumut, Jurnal 
PDF, 2013), h. 2. 
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bussines plan,  jadi ada ukuran performance. Di swasta ada customer service index, di 
pemerintah nanti ada government service index. Namun demikian, lelang jabatan 
memang mempunyai landasan hukum berupa Surat Edaran (SE) Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No. 16 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara 
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan UU Pokok-Pokok Kepegawaian.
3
 
Proses lelang jabatan atau lebih tepat disebut promosi jabatan sebetulnya 
memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur mengenai wewenang kepala daerah 
untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian 
jabatannya. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian juga sudah 
mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu jabatan dilaksanakan.Berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu 
serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau 
golongan.
4
 Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58: 
                                                             
     
3
 Dewi Sendhikasar, Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Di DKI Jakarta (Jakarta: Jurnal, 2013), h. 
1. 
      
4
 Mahmun Syarif Nasution, Lelang Jabatan Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sumut: PDF, 
2013), h. 2. 
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Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa ayat: 58).5 
Di Indonesia sendiri, lelang jabatan sudah banyak dipraktekkan sejak tahun 
2000-an, banyak terlibat dalam asistensi seleksi calon pejabat di beberapa daerah, 
khususnya untuk eselon 3 dan eselon 2, melalui mekanisme fit and proper test (uji 
kelayakan dan kepatutan). Sebetulnya konsep lelang jabatan tidak jauh berbeda 
dengan fit and proper test. Namun demikian, ide melakukan lelang jabatan yang 
dilakukan oleh Jokowi/Ahok cukup menyita perhatian publik, bahkan menjadi 
trending topic beberapa bulan terakhir ini. Wacana ini menjadi semakin menarik 
karena banyak orang yang masih 'awam' dengan istilah 'lelang", sehingga ada 
persepsi bahwa lelang jabatan sama seperti lelang atau tender dalam proses 
                                                             
     
5
Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2013).h.23. 
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pengadaan barang dan jasa. Bahkan ada yang sempat curiga bahwa, lelang jabatan 
akan membuka celah munculnya 'kongkalikong' seperti halnya dalam praktek lelang 
pengadaan barang dan jasa selama ini. Padahal sejatinya lelang jabatan justru bisa 
mengeliminasi potensi kongkalikong karena dilakukan secara transparan, 
menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten 
melakukan seleksi.
6
 
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kaya akan inovasi. Setelah 
mengeluarkan kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), 
Jokowi mengadakan lelang posisi camat dan lurah sampai Juni 2013.Jokowi 
mengungkapkan, awal mula tercetusnya ide menerapkan sistem lelang jabatan 
dilandasi oleh usulan dari masyarakat.Oleh karena itu, dia merespons cepat dan 
memasang target untuk melaksanakan terobosan ini dengan segera. Selain itu, 
menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok), lelang 
jabatan sebenarnya dilakukan agar Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki data 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibu Kota.
7
 
Di Kota Makassar, lelang jabatan juga sudah dilakukan. Menurut Wali Kota 
Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, ada lebih 600 jabatan yang sudah dilelang 
oleh pemkot Makassar. Mulai dari lurah hingga jabatan eselon III dan IV di 
lingkungan Pemkot Makassar.Pelelangan terbuka tersebut sebagai komitmen 
pemerintahannya dalam mendorong prinsip pemerintahan bersih.Karena itu, 
                                                             
     
6
http://www.kompasiana.com/www.yahoo.com.au/lelang-jabatan-jokowi-
melanggaruu_552e342e6ea834301e8b45c4 diakses pada 13 Februari 2016. 
  
7
 Dewi Sendhikasar, Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Di Dki Jakarta, h. 1. 
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timlelang jabatan juga diisi oleh orang yang berkompeten dan berintegritas.“Kami 
ambil dari LAN, dari kalangan akademisi, masyarakat, dan birokrasi sendiri. Ada 
puluhan anggota tim yang kami rekrut dan ini juga sesuai ketentuan UU ASN.
8
 
Seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, tetap saja kekuasaan yang paling 
besar ada pada Allah SWT, sebagaimana di jelaskan pada Al-Quran surah An Aam 
ayat 62. 
Terjemahannya: 
“Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka 
yang sebenarnya.Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. 
Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat” (QS. Surah An-An’am ayat: 
62).
9
 
Berdasarkan latar belakang mengenai lelang jabatan secara umum diatas, penulis 
sangat tertarik untuk membahas lelang jabatan terutama di Kota Makassar. Maka dari 
itu penulis mengambil judul skripsi mengenai “Lelang Jabatan Dalam Tinjauan Good 
Governance (Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014)” agar penulis 
mengetahui lebih jauh tentang Lelang Jabatan Dalam Tinjauan Good Governance 
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2014) 
                                                             
     8http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/22/nv2mqb318-wali-kota-makassar-
melawan-pembatalan-lelang-jabatan diakses pada 15 Mei 2016. 
    
9
 Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan. 
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B. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan 
beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja 
Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014? 
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam 
Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014? 
C. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa 
tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 
- Tujuan Penulisan 
1. Untuk Mengetahui Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja 
Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014. 
2. Untuk Mengetahui Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah 
Kota Makassar Pada Tahun 2014. 
- Manfaat Penulisan 
1. Agar masyarakat mengetahui Mekanisme Lelang Jabatan Dalam 
Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014. 
2. Agar masyarakat mengetahui Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja 
Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014. 
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D. TINJAUAN PUSTAKA 
Peneliti mengambil judul skripsi mengenai “Lelang Jabatan Dalam Penguatan 
Kinerja Pemerintah Kota Makassar” selama peneliti menyusun penelitian ini, belum 
ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Cuman ada sedikit kemiripan 
dengan judul peneliti, yang membedakan adalah latar tempat, waktu dan 
pembahasan.Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan judul peneliti. 
1. Andi Annisa Agung, Hukum Universitas Hasanuddin 2014. Judul 
“Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara 
Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan” 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengisian jabatan 
struktural secara terbuka dimulai dengan proses pengumuman, 
pelaksanaan seleksi berupa: Seleksi Administrasi dan Kompetensi, dan 
Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut telah dilaksanakan di 
Kabupaten Maros melalui Keputusan Bupati Maros No. 
35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang Mekanisme, Prosedur dan Sistem 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan Kepala Sekolah 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.Pada esensinya, Keputusan 
tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya.
10
 
                                                             
     
10
Andi Annisa Agung, Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka 
Di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Universitas Hasanuddin: Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, 
2014) 
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2. Dinar Annisa Susanti, Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2014. 
“Kebijakan Lelang Jabatan Pengangkatan Camat Dan Lurah di DKI 
Jakarta Tahun 2013 Dalam Rangka Good Governance” 
Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan studi lapangan dalam bentuk 
observasi dan wawancara, peneliti menemukan sistem lelang jabatan telah 
terjadi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan para camat dan lurah yang 
lulus ujian lelang jabatan, dan sekarang menduduki jabatan tersebut, 
berdampak pada peningkatan pemberian pelayanan publik di lingkungan 
kecamatan dan kelurahan cukup menggembirakan. Pada lelang jabatan 
sebagai bentuk good governance ada 6 prinsip good governance, pertama 
adalah kompetensi Pada tahap ini lelang jabatan dilakukan supaya 
mendapat pejabat yang benar – benar mumpuni.Kedua adalah 
transparansi. Transparansi pada lelang jabatan adalah agar lebih terbuka 
dalam proses pemilihan camat dan lurah. Ketiga adalah akuntabilitas, 
lelang jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas supaya dapat 
dipertanggung jawabkan kegagalan dan keberhasilannya.Keempat adalah 
partisipasi, partisipasi masyarakat dan pemerintah harus mendukung agar 
berjalan dengan baik.Kelima adalah rule of law, rule of law adalah lelang 
jabatan berdasarkan hukum yang jelas.Keenam adalah social justice, 
sosial justice adalah lelang jabatan menjunjung tinggi kesetaraan atau 
keadilan dalam pemilihan camat dan lurah. 
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Lelang jabatan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi, sebab 
dengan adanya lelang jabatan dapat meningkatkan kinerja para pejabat 
agar pelayanan berjalan dengan baik.Dengan adanya lelang jabatan 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu kinerja di DKI 
Jakarta.
11
 
3. Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.Ap. Judul Penelitian Lelang Jabatan 
Dalam Perspektif Kebijakan Publik. 
Diskusi terkait lelang jabatan mengemuka ke ranah public belakangan ini 
terkait dengan kebijakan Jokowi/Ahok Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta yang berencana akan melelang jabatan Camat dan Lurah di 
Ibukota Jakarta. Bagaimana kebijakan itu dilakukan dalam rangka 
reformasi birokrasi untuk memperkecil praktek Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) sekaligus untuk melakukan rekrutmen pejabat public 
yang memiliki kapasitas kompetensi dan profesionalitas yang dibutuhkan 
sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
12
 
4. Anugrah E. Yogyantoro, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan RI “Lelang Jabatan: Penerapan Good Governance dalam 
Birokrasi”. 
                                                             
     
11
 Dinar Annisa Susanti, Kebijakan Lelang Jabatan Pengangkatan Camat Dan Lurah di DKI 
Jakarta Tahun 2013 Dalam Rangka Good Governance (UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi JurusanIlmu 
Politik, 2014) 
     
12
 Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.Ap, Penelitian Lelang Jabatan Dalam Perspektif Kebijakan 
Publik (Sumut:  Jurnal Kemenag, 2014), h. 1. 
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Lelang jabatan merupakan katalis terciptanya good governance di dalam 
pemerintahan.Karenanya, pemerintah harus terus mendorong terciptanya 
budaya lelang jabatan, baik di level pusat maupun daerah. Sistem ini akan 
menjadi salah satu pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi, yang bisa 
mencegah terjadinya politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang 
memilih pejabat bermodal like anddislike. Bagi Kemenkeu, sistem lelang 
jabatan yang telah berjalan selama ini juga harus terus dipertahankan dan 
disempurnakan. Hal ini agar Kemenkeu senantiasa dapat menjadi role 
model bagibirokrasi Indonesia, dan menjadi potret pelayan publik yang 
dicintai masyarakat. Stigma masyarakatbahwa PNS adalah sebuah comfort 
zone harus diubah menjadi sebuah competitive zone. Dan, lelang jabatan 
adalah salah satu di antara pemicunya.
13
 
5. Dewi Shendikasari, “Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Di DKI Jakarta”. 
Jabatan camat dan lurah yang merupakan garis depan dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat perlu diperbaiki karena merupakan 
lini depan dari birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Berbagai patologi 
birokrasi pelayanan publik yang terjadi di Indonesia menyebabkan 
buruknya kinerja pelayan publik.Sebagai street level bureaucracy, jabatan 
camat dan lurah merupakan jabatan yang langsung bersentuhan dengan 
masyarakat. Oleh karena itu,  diperlukan landasan kuat bagi jabatan 
                                                             
     
13
 Anugrah E. Yogyantoro, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI “Lelang 
Jabatan: Penerapan Good Governance dalam Birokrasi”, (Sebuah Jurnal). H 2. 
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tersebut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Adapun lelang 
jabatan camat dan lurah merupakan salah satu bentuk upaya yang 
dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di 
masyarakat. Proses lelang jabatan tidak sekadar mengganti pejabat publik, 
tetapi juga berusaha memperbaiki sistem seleksi jabatan publik di tingkat 
daerah. Lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta diyakini akan 
mengoptimalkan kinerja pimpinan di wilayah tersebut namun lelang 
jabatan tersebut harus dilanjutkan dengan program jangka panjang 
lainnya. Cara lain adalah melakukan rasionalisasi struktur dan alur kerja 
birokrasi dan memaksakan penerapan sistem informasi dan teknologi di 
tiap instansi Pemprov DKI Jakarta. Selama ini praktek promosi dan mutasi 
tidak terbuka dan tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas, selain syarat 
ijazah formal dan masa kerja.Fakta juga menunjukkan kemampuan dan 
etos kerja pejabat karir yang menduduki posisi pejabat struktural 
umumnya rendah.Oleh karena itu, lelang jabatan merupakan hal yang 
positif yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya 
melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia dan memperbaiki sistem 
birokrasi yang ada di daerah.
14
 
 
 
                                                             
     
14
 Dewi Shendikasari, Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta (Jakarta: Jurnal Vol. 5, No. 
09, 2013), h. 20. 
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N
o. 
Nama Judul  Rumusan Masalah Metode  Hasil 
1. Andi 
Anisa 
Agung 
Analisis Yuridis 
Mekanisme 
Pengisian Jabatan 
Struktur Secara 
Terbuka Di 
Lingkungan Instansi 
Pemerintahan 
1. Bagaimana 
mekanismepen
gisian jabatan 
struktural 
secara terbuka 
di lingkungan 
instansi 
pemerintahan . 
2. Bagaimana 
legitimasi 
pengisian 
jabatan secara 
terbuka 
dilingkungan 
instansi 
pemerintahan. 
Kualitat
if 
1. Mekanisme pengisian jabatan 
struktural secara terbuka di 
mulai dengan proses 
pengumuman pelaksanaan 
seleksi berupa: seleksi 
admistrasi dan kompetensi dan 
pengumuman hasil seleksi. 
2. Yuridis memiliki legitimasi dan 
tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undagan 
lainnya. 
2. Dinar 
Annisa 
Susanti 
Kebijakan Lelang 
Jabatan 
Pengangkatan 
Camat Dan Lurah Di 
DKI Jakarta Tahun 
2013 Dalam Rangka 
Good Govermance 
1. Factor-
faktor apa 
yang 
melatar 
belakangi 
system 
lelang 
jabatan. 
2. Apakah 
system 
lelang 
jabatan 
camat dan 
lurah dapat 
mendorong 
terciptanya 
Good 
Govermance 
di DKI 
Jakarta. 
Kualitat
if  
1. Pada lelang jabatan sebagai 
bentuk Good Govermance ada 
6 prinsip Good Govermance: 
kompetensi transparansi 
akuntabiulitas, 4 partisipasi, 5 
rule of law, 6 social justice, 2 
lelang jabatan merupakan salah 
satu bentuk reformasi birokrasi, 
agar perayaan berjalan dengan 
baik. 
3. Drs. 
Mahmu
n Syarif 
Nasutio
n 
Penelitian Lelang 
Jabatan Dalam 
Perspektif Kebijakan 
Publik. 
1. Dampak 
positif 
dalam protes 
lelang 
jabatan 
dalam 
Kuantit
atif 
1. Dampak positif mendapatkan 
outcome yang positif. Adanya  
fit and proper test, yang 
memperkuat system 
menejemen karir. 
2. Kendala: memakan waktu yang 
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kebijakan 
public. 
2. Factor-
faktor 
mengambat 
dalam 
promosi 
lelang 
jabatan  
relative lama, seleksi juga tidak 
menjamin hasilnya baik.                   
3. Keterbatasan aparatur yang 
prosional di bidang tugasnya. 
4. Anugra
h E. 
Yogyan
toro 
Lelang Jabatan 
Penerapan Good 
Govermance dalam 
Birokrasi. 
1. Bagaimana 
penerapan 
Good 
Govermance
, dalam 
Birokrasi. 
2. Apakah 
birokrasi 
sudah 
berjalan 
baik. 
Kuantit
atif  
1. Lelang jabatan merupakan 
katalis terciptanya Good 
Govermance di dalam 
pemerintahan. karenanya, 
pemerintah harus terus 
mendorong terciptanya budaya 
lelang  jabatan, baik di level 
pusat maupun daerah. 
2. System lelang jabatan yang 
telah berjalan selama ini juga 
harus terus dipertahankan dan 
disempurnakan. Dan menjadi 
role model bagibirokrasi. 
5. Dewi 
Shendik
asari 
Lelang Jabatan 
Camat Dan Lurah Di 
DKI Jakarta. 
1. Dampak 
adanya 
lelang 
jabatan 
camat dan 
lurah. 
2. Bagaimana 
system 
lelang 
jabatan 
camat dan 
lurah. 
Kuatitat
if  
1. Meningkatkan pelayanan public 
di masyarakat. Proses lelang 
jabatan tidak sekedar 
mengganti pejabat public, tetapi 
juga berusaha memperbaiki 
system seleksi jabatan public di 
tingkat daerah. 
2. Pergub Provinsi DKI Jakarta 
No. 19 Tahun 2013 tentang 
Seleksi terbuka camat dan 
lurah, seleksi terbuka adalah 
proses pemilihan yang 
diumumkan secara luas melalui 
media bagi PNS yang 
memenuhi syaratuntuk diangkat 
dalam jabatan camat dan lurah. 
6.  M.Asna Lelang Jabatan 1. Bagaimana kualitati 1. Di Makassar, ada tiga jabatan 
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wi Dalam Tinjauan 
Good Govermance 
(Studi Kasus 
Pemerintahan Kota 
Makassar Tahun 
2014) 
mekanisme 
lelang 
jabatan 
dalam 
penguatan 
kinerja 
pemerintaha
n kota 
Makassar 
pada tahun 
2014. 
2. Apakah 
factor 
mendukung 
dan 
penghambat 
lelang 
jabatan 
dalam 
penguatan 
kinerja 
pemerintah 
kota 
Makassar. 
f yang dilelangkan, yang pertama 
aparat kecamatan (camat), 
kedua adalah kelurahan (lurah) 
dan yang ketiga eselon (eselon 
2 dan eselon 3). Prosedur lelang 
jabatan di kota makassar sudah 
di jalankan dengan sebaik 
mungkin kemudian panitia 
pelaksana melakukan seleksi 
administrasi promosi terbuka 
jabatan camat, lurah dan eselon  
di Kota Makassar lalu tahapan 
dan materi seleksi dan juga tata 
cara pendaftaran online. 
2. pendukung:media massa, 
tempat pelaksanaan tes, 
sosialisasi mobil keliling dan 
juga kelengkapan berkas yang 
diberikan calon peserta ke 
panitia lelang jabatan, membuat 
kinerja panitia dalam 
melaksanakan lelang jabatan di 
kota makassar. Sedangkan 
penghambat : anggaran dan 
jumlah peserta. 
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E. KERANGKA TEORI  
Ada beberapa teori yang terkait dengan judul skripsi mengenai “Lelang 
Jabatan Dalam Tinjauan Good Governance (Studi Kasus Pemerintahan Kota 
Makassar Tahun 2014)” diantaranya: 
1. Kebijakan Publik 
Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu 
memahami tentang kebijakan.Dari kamus Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari 
kata bijak yang berarti pandai, mahir. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, 
kebijaksanaan dalam suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam 
pemerintahanatau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan 
diartikan kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dana 
pengetahuan secara arif atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.
15
 
Pendefinisian mengenai kebijakan diperlukan agar kita dapat menjaga 
kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya.Kebijakan adalah salah satu 
konsep dalam ilmu politik.
16
 Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan 
yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan 
                                                             
15
 Dr. Irawan Suntoro, Dkk, Kebijakan publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015). H 1 
     
16
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), h. 2 . 
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dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-
kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.
17
 
Istilah publik dalam kata kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu 
pemerintah, masyarakat dan umum.Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, objek 
dan lingkungan.Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari 
pemerintah.Kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang resmi dan dengan 
demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk 
mematuhinya.Dalam dimensi obyek, kebijkan publik merupakan problema atau 
kepentingan masyarakat.Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kejakan adalah 
masyarakat.
18
 
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu harus 
mengabdi pada kepentingan masyarakat.Dengan demikian dapat disintetiskan bahwa 
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau 
tidak dilaksanakan oleh pemerintahyang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 
tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
19
 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang komplek 
karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang 
tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab 
masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau 
                                                             
     
17
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 20. 
     
18
 Dr. Irawan Suntoro, Dkk, Kebijakan publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015). h. 3 
19
  Dr. Irawan Suntoro, Dkk, Kebijakan publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015). h  4 
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penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan 
publik.
20
 
Maka, dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl 
ayat: 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan public, sebagai 
berikut: 
 
Terjemahannya: 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl ayat: 
125).
21
 
 
 
 
                                                             
    
20
Dunn William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 
2003), h. 24 - 25 . 
    
21
 Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2013). 
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2. Teori Good Governance 
Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan 
Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sector 
swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan selunih mekanisme, 
proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 
mengutarakan kepentingan rriereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban 
dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.
22
 
Disisi lain istilah Good governance menurut Dwi Payana merupakan sesuatu 
yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian 
bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat 
lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.
23
 Berbagai definisi Good 
governance lainnya adalah sebagai berikut: 
"Good Govenance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". 
Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula 
yan mengartikannya sebagai "sistempemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan 
pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan Negara 
dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good'dalam "good 
gevernace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi 
keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 
rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan 
                                                             
    
22
"Good governance Ian Penguatan Instansi Daerah "(Jakarta: Cetakan Pertama, Masyarakat 
Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID, 2002), h. 9. 
    
23
Dwi Payana, Membangun Good Governance (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003), h. 45. 
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dan keadilan sosial; kedua , aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan 
efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek 
terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga 
dengan demikian "good governance "didefinisikan sebagai "penyelenggaraan 
pemerintah yang solid dan bertangung jawab,serta efektif dan efisien denganmenjaga 
kesinergian interaksi yng konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta 
dan masyarakat".
24
 
Ada beberapa bagian pada teori good governance ini, diantaranya: 
- Partisipasi (Participation) 
- Penegakan hukum (Rule Of Low) 
- Transparansi (Transparency) 
- Responsif (Responsiveness) 
- Konsensus (Consensus Orientation) 
- Kesetaraan dan keadilan (Equity) 
- Efektifitas dan efisien 
- Akuntabilitas 
- Visi Strategi (Strategic Vision) 
Dari Kesembilan bagian dalam teori good governance, yang paling mengena 
dalam judul penulis yaitu Transparansi (Transparency) karena Persoalan pada saat ini 
adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal 
yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak 
                                                             
     
24
Dwi Payana, Membangun Good Governance, h. 47. 
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dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus 
lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan 
ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
25
 
 
F. METODE  PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan  di Kota Makassar dengan pertimbangan 
kota Makassar sebagai salah satu wilayah  pusat internal Provinsi 
Sulawesi Selatan yang akan menuju kota metropolitan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic, atau bentuk cara – 
cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu 
yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat 
dibalik fakta.Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan 
dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata – kata.26 
Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara jelas “Dinamika Lelang Jabatan Dalam Penguatan 
Kinerja Pemerintah Kota Makassar”. 
                                                             
     
25
Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE 
UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 182.  
26
 Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 
2013). h 2. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan 
menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder 
adalah yang bersumber dari kepustakaan (Library Research), sedangkan 
data primer adalah data yang bersumber dari studi lapangan (Field 
Research) studi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan 
menggunakan teknik-teknik seperti observasi dan wawancara. 
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 
sistematis.
27
 Sedangkan wawancara adalah suatu percakapan yang 
diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya 
jawablisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
28
 
Informan yang peneliti ambil yaitu: 
a. Dr. Syamsul Rizal MI, S.Sos. M.Si  
b. Pegawai dan staf di kantor balai kota Makassar 
c. Orang-orang yang terlibat dalam pengurusan lelang jabatan 
d. Panitia Lelang Jabatan 
                                                             
27
 Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif pTeori dan Praktik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 
2013). h 143. 
28
 Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 
2013). h  160. 
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e. Sekertaris BKD Kota Makassar 
f. Pakar Politik 
g. Camat Tamalate 
h. Staff dibidang pendayagunaan dan pengembangan karir. 
3. Teknik Analisis Data 
Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola 
adalah teknis analisis deskriptif kualitatif dari data hasil observasi dan 
wawancara setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data yang 
sudah terkumpul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR 
 GEOGRAFIS KOTA MAKASSAR 
 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah 
kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke 
wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 
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119
0
 bujur timur dan 5,8
0
 lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-
25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 
dengan kemiringan 0
0
-5
0
 ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai. Tallo 
yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan 
kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km
2
 
daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan 
kurang lebih 100 km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.
29
 
 SEJARAH KOTA MAKASSAR  
 
                                                             
     29http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html diakses pada 7 Mei 2016. 
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Awal Kota dan bandar makassar berada di muara sungai Tallo dengan 
pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber 
Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan 
Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu 
dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan 
diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan 
sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, 
mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke 
muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana 
oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng 
Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti 
Kota Makassar.
30
 
Kota Makassar pada masa H.M.Dg.Patompo (1965-1978) menjabat 
Walikotamadya Makassar, yaitu tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi 
Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 
km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya 
menjadi Kota Makassar.
31
 
 
                                                             
      
30
https://fuzinoviyanti.wordpress.com/2013/10/28/sejarah-kota-makasar-dan-peran-peran-
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 PENDUDUK KOTA MAKASSAR  
 
Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan 
dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari Suku Toraja, Mandar, 
Buton, Tionghoa, Jawa dan Sebagainya. Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di 
Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) 
berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari 
sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya.
32
 
Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh 
masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama 
Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa 
tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi.
33
 
                                                             
     32http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html diakses pada 8 Mei 2016. 
     33http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html diakses pada 8 Mei 2016. 
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Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri (Bugis) 
atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi 
produksi.
34
 
Tahun 1971 1980 1990 2000 2008 2009 2010 
Jumlah 
penduduk 
± 
434.766 
± 
708.465 
± 
944.372 
± 
1.130.384 
± 
1.253.656 
± 
1.272.349 
± 
1.338.663 
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN 
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 
dan/atau kota berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Camat adalah 
perangkat daerah kabupaten/daerah kota bukan sebagai kepala wilayah. Kecamatan 
bukan wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi 
merupakan wilayah kerja.
35
 
Kewenangan camat pengaturannya tergantung kepada pelimpahan wewenang 
dari bupati/walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Tanpa ada 
kebijakan daerah kabupaten/kota dalam pelimpahan kewenangan dari 
bupati/walikota, maka camat tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
36
 
                                                             
     34http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html diakses pada 8 Mei 2016. 
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 Tim Redaksi, Kecamatan Desa Dan Kelurahan (Jakarta: Fokus Media, 2008), h. 7. 
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 Tim Redaksi, Kecamatan Desa Dan Kelurahan (Jakarta: Fokus Media, 2008), h. 7. 
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Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah bupati/walikota kepada camat 
adalah dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi camat agar terciptanya 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
37
 
Tujuan pelimpahan kewenangan adalah: 
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal 
- Terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik, murah dan cepat 
- Terwujudnya pemberdayaan masyarakat 
- Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat.
38
 
Tugas umum Kecamatan 
Kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum 
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-
undangan 
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum 
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 Tim Redaksi, Kecamatan Desa Dan Kelurahan, h. 8. 
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 Tim Redaksi, Kecamatan Desa Dan Kelurahan, h. 8. 
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- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan 
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 
kelurahan.
39
 
Fungsi Kecamatan 
Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diemban kecamatan, kecamatan 
mempunyai fungsi: 
1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan 
2. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan bangsa 
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat 
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan 
kependudukan 
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Pemerintahan Desa  
7. Pembinaan Kelurahan 
8. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 
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9. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
Kabupaten/Kota 
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi 
masyarakat 
11. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah 
tangga.
40
 
Luas, Banyaknya Penduduk serta Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan di 
Kota Makassar Tahun 2015. 
                                                             
40
 Tim Redaksi, Kecamatan Desa Dan Kelurahan, hal. 11. 
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Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Serta Seks Rasio 
di Kota Makassar Thun 2015. 
 
C. GAMBARAN UMUM KELURAHAN 
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 
 
 
42 
 
wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan 
dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
41
 
Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan 
desa.Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 
terbatas.Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi 
kelurahan.
42
 
Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten atau Kota.Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Camat.
43
 
Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang 
dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta 
melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.
44
 
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan 
oleh walikota di bidang pemerintahan, perekonomian, ketentraman, dan ketertiban 
serta kordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya.
45
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Lurah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. Pemberdayaan masyarakat; 
c. Pelayanan masyarakat 
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan; 
g. Pengelolaan kebersihan; 
h. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik; 
i. Pelaksanaan kesekretariatan; 
j. Pembinaan tenaga fungsional.46 
Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta 
nomor kode pos (postcode / zip code) pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
(Sulsel), Republik Indonesia. 
1. Kecamatan Biring Kanaya 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Biring Kanaya di Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Daya (Kodepos : 90241) 
- Kelurahan/Desa Paccerakang (Kodepos : 90241) 
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44 
 
- Kelurahan/Desa Untia (Kodepos : 90241) 
- Kelurahan/Desa Sudiang (Kodepos : 90242) 
- Kelurahan/Desa Sudiang Raya (Kodepos : 90242) 
- Kelurahan/Desa Buluroken (Bulurokeng) (Kodepos : 90243) 
- Kelurahan/Desa Pai (Kodepos : 90243) 
2. Kecamatan Bontoala 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontoala di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Timungan Lompoa (Kodepos : 90151) 
- Kelurahan/Desa Tompo Balang (Kodepos : 90151) 
- Kelurahan/Desa Wajo Baru (Kodepos : 90151) 
- Kelurahan/Desa Malimongan Baru (Kodepos : 90152) 
- Kelurahan/Desa Baraya (Kodepos : 90153) 
- Kelurahan/Desa Bunga Ejaya (Kodepos : 90154) 
- Kelurahan/Desa Layang (Kodepos : 90154) 
- Kelurahan/Desa Parang Layang (Kodepos : 90155) 
- Kelurahan/Desa Bontoala (Kodepos : 90156) 
- Kelurahan/Desa Bontoala Tua (Kodepos : 90156) 
- Kelurahan/Desa Bontoala Parang (Kodepos : 90157) 
- Kelurahan/Desa Gaddong (Kodepos : 90157) 
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3. Kecamatan Makassar 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Makassar di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Lariang Bangi (Kodepos : 90141) 
- Kelurahan/Desa Maradekaya (Kodepos : 90141) 
- Kelurahan/Desa Maradekaya Selatan (Kodepos : 90141) 
- Kelurahan/Desa Maradekaya Utara (Kodepos : 90141) 
- Kelurahan/Desa Maricaya (Kodepos : 90142) 
- Kelurahan/Desa Maricaya Baru (Kodepos : 90142) 
- Kelurahan/Desa Bara-Baraya (Kodepos : 90143) 
- Kelurahan/Desa Bara-Baraya Selatan (Kodepos : 90143) 
- Kelurahan/Desa Bara-Baraya Timur (Kodepos : 90143) 
- Kelurahan/Desa Bara-Baraya Utara (Kodepos : 90143) 
- Kelurahan/Desa Maccini (Kodepos : 90144) 
- Kelurahan/Desa Maccini Gusung (Kodepos : 90144) 
- Kelurahan/Desa Maccini Parang (Kodepos : 90144) 
- Kelurahan/Desa Barana (Kodepos : 90145) 
4. Kecamatan Mamajang 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mamajang di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Baji Mappakasunggu (Kodepos : 90131) 
- Kelurahan/Desa Maricaya Selatan (Kodepos : 90131) 
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- Kelurahan/Desa Pa Batang (Kodepos : 90131) 
- Kelurahan/Desa Bonto Biraeng (Kodepos : 90132) 
- Kelurahan/Desa Labuang Baji (Kodepos : 90132) 
- Kelurahan/Desa Mamajang Luar (Kodepos : 90132) 
- Kelurahan/Desa Bonto Lebang (Kodepos : 90133) 
- Kelurahan/Desa Parang (Kodepos : 90133) 
- Kelurahan/Desa Karang Anyar (Kodepos : 90134) 
- Kelurahan/Desa Sambung Jawa (Kodepos : 90134) 
- Kelurahan/Desa Tamparang Keke (Kodepos : 90134) 
- Kelurahan/Desa Mamajang Dalam (Kodepos : 90135) 
- Kelurahan/Desa Mandala (Kodepos : 90135) 
5. Kecamatan Manggala 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Manggala di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Batua (Kodepos : 90233) 
- Kelurahan/Desa Borong (Kodepos : 90233) 
- Kelurahan/Desa Antang (Kodepos : 90234) 
- Kelurahan/Desa Manggala (Kodepos : 90234) 
- Kelurahan/Desa Bangkala (Kodepos : 90235) 
- Kelurahan/Desa Tamangapa (Kodepos : 90235) 
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6. Kecamatan Mariso 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mariso di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Kampung Buyang (Kodepos : 90121) 
- Kelurahan/Desa Mattoangin (Kodepos : 90121) 
- Kelurahan/Desa Panambungan (Kodepos : 90121) 
- Kelurahan/Desa Mariso (Kodepos : 90122) 
- Kelurahan/Desa Lette (Kodepos : 90123) 
- Kelurahan/Desa Kunjung Mae (Kodepos : 90125) 
- Kelurahan/Desa Mario (Kodepos : 90125) 
- Kelurahan/Desa Bontorannu (Kodepos : 90126) 
- Kelurahan/Desa Tamarunang (Kodepos : 90126) 
7. Kecamatan Panakkukang 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Panakkukang di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Karampuang (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Masale (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Pampang (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Panaikang (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Pandang (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Sinri Jala (Kodepos : 90231) 
- Kelurahan/Desa Tamamaung (Kodepos : 90231) 
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- Kelurahan/Desa Karuwisi (Kodepos : 90232) 
- Kelurahan/Desa Karuwisi Utara (Kodepos : 90232) 
- Kelurahan/Desa Paropo (Kodepos : 90233) 
- Kelurahan/Desa Tello Baru (Kodepos : 90233) 
8. Kecamatan Rappocini 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rappocini di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Gunung Sari (Kodepos : 90221) 
- Kelurahan/Desa Ballaparang (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Banta-Bantaeng (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Bonto Makkio (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Buakana (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Karunrung (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Kassi-Kassi (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Mappala (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Rappocini (Kodepos : 90222) 
- Kelurahan/Desa Tidung (Kodepos : 90222) 
9. Kecamatan Tallo 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tallo di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Bunga Eja Beru (Kodepos : 90211) 
- Kelurahan/Desa La Latang (Kodepos : 90211) 
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- Kelurahan/Desa Lakkang (Kodepos : 90211) 
- Kelurahan/Desa Suwangga (Kodepos : 90211) 
- Kelurahan/Desa Buloa (Kodepos : 90212) 
- Kelurahan/Desa Tallo (Kodepos : 90212) 
- Kelurahan/Desa Lembo (Kodepos : 90213) 
- Kelurahan/Desa Pannampu (Kodepos : 90213) 
- Kelurahan/Desa Kalukuang (Kodepos : 90214) 
- Kelurahan/Desa Kaluku Bodoa (Kodepos : 90215) 
- Kelurahan/Desa Rappojawa (Kodepos : 90215) 
- Kelurahan/Desa Rappokalling (Kodepos : 90216) 
- Kelurahan/Desa Tammua (Kodepos : 90216) 
- Kelurahan/Desa Ujung Pandang Baru (Makassardang Baru) (Kodepos : 
90217) 
- Kelurahan/Desa Wala-Walaya (Kodepos : 90217) 
10. Kecamatan Tamalanrea 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Kapasa (Kodepos : 90241) 
- Kelurahan/Desa Bira (Kodepos : 90244) 
- Kelurahan/Desa Parang Loe (Kodepos : 90245) 
- Kelurahan/Desa Tamalanrea (Kodepos : 90245) 
- Kelurahan/Desa Tamalanrea Indah (Kodepos : 90245) 
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- Kelurahan/Desa Tamalanrea Jaya (Kodepos : 90245) 
11. Kecamatan Tamalate 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalate di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Mangasa (Kodepos : 90221) 
- Kelurahan/Desa Mannuruki (Kodepos : 90221) 
- Kelurahan/Desa Pa Baeng-Baeng (Kodepos : 90221) 
- Kelurahan/Desa Bongaya (Kodepos : 90223) 
- Kelurahan/Desa Jongaya (Kodepos : 90223) 
- Kelurahan/Desa Balang Baru (Kodepos : 90224) 
- Kelurahan/Desa Maccini Sombala (Kodepos : 90224) 
- Kelurahan/Desa Parang Tambung (Kodepos : 90224) 
- Kelurahan/Desa Barombong (Kodepos : 90225) 
- Kelurahan/Desa Tanjung Merdeka (Kodepos : 90225) 
12. Kecamatan Ujung Pandang 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang di Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Baru (Kodepos : 90111) 
- Kelurahan/Desa Bulogading (Kodepos : 90111) 
- Kelurahan/Desa Lae - Lae (Kodepos : 90111) 
- Kelurahan/Desa Losari (Kodepos : 90112) 
- Kelurahan/Desa Maloku (Kodepos : 90112) 
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- Kelurahan/Desa Mangkura (Kodepos : 90113) 
- Kelurahan/Desa Sawerigading (Kodepos : 90113) 
- Kelurahan/Desa Lajangiru (Kodepos : 90114) 
- Kelurahan/Desa Pisang Selatan (Kodepos : 90114) 
- Kelurahan/Desa Pisang Utara (Kodepos : 90115) 
13. Kecamatan Ujung Tanah 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Pattingalloang (Kodepos : 90161) 
- Kelurahan/Desa Pattingalloang Baru (Kodepos : 90161) 
- Kelurahan/Desa Camba Berua (Kodepos : 90162) 
- Kelurahan/Desa Cambaya (Kodepos : 90162) 
- Kelurahan/Desa Gusung (Kodepos : 90163) 
- Kelurahan/Desa Tamalabba (Kodepos : 90164) 
- Kelurahan/Desa Ujung Tanah (Kodepos : 90164) 
- Kelurahan/Desa Tabaringan (Kodepos : 90165) 
- Kelurahan/Desa Totaka (Kodepos : 90165) 
- Kelurahan/Desa Barrang Lompo (Kodepos : 90166) 
- Kelurahan/Desa Barrang Caddi (Kodepos : 90167) 
- Kelurahan/Desa Kodingareng (Kodepos : 90168) 
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14. Kecamatan Wajo 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Wajo di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel) : 
- Kelurahan/Desa Melayu (Kodepos : 90171) 
- Kelurahan/Desa Melayu Baru (Kodepos : 90171) 
- Kelurahan/Desa Malimongan (Kodepos : 90172) 
- Kelurahan/Desa Malimongan Tua (Kodepos : 90172) 
- Kelurahan/Desa Butung (Kodepos : 90173) 
- Kelurahan/Desa Mampu (Kodepos : 90173) 
- Kelurahan/Desa Ende (Kodepos : 90174) 
- Kelurahan/Desa Pattunuang (Kodepos : 90174)
47
 
D. GAMBARAN UMUM ESELON 
Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga saat ini dikenal adanya 17 
jenjang KEPANGKATAN (bisa dilihat antara lain dalam Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri, Lampiran I). Jenjang kepangkatan itu dapat dibagi menjadi: 1) kelompok 
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“JURU”, 2) kelompok “PENGATUR”, 3) kelompok “PENATA”, dan 4) kelompok 
“PEMBINA”.48 
Berikut sebuah gagasan lptui tentang MAKNA KEPANGKATAN PNS: 
1. JURU 
JURU merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan I/a hingga I/d 
dengan sebutan secara berjenjang: JURU MUDA, JURU MUDA TINGKAT I, 
JURU, dan JURU TINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang 
menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang Sekolah 
Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat 
diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan JURU baru 
membutuhkan kemampuan-kemampuan skolastik dasar dan belum menuntut suatu 
ketrampilan bidang ilmu tertentu.Dapat dikatakan bahwa JURU merupakan pelaksana 
pembantu (pemberi ASISTENSI) dalam bagian kegiatan yang menjadi tanggung 
jawab jenjang kepangkatan di atasnya (PENGATUR).
49
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2. PENGATUR  
PENGATUR merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan II/a 
hingga II/d dengan sebutan secara berjenjang: PENGATUR MUDA, PENGATUR 
MUDA TINGKAT I, PENGATUR, dan PENGATUR TINGKAT I. Jika dilihat dari 
persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan 
pendidikan formal jenjang Sekolah Lanjutan Atas hingga Diploma III, atau yang 
setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di 
tingkat kepangkatan PENGATUR sudah mulai menuntut suatu ketrampilan dari 
bidang ilmu tertentu, namun sifatnya sangat teknis.Dengan demikian pada tingkatan 
ini, PENGATUR adalah orang yang MELAKSANAKAN langkah-langkah realisasi 
suatu kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari program instansinya.
50
 
3. PENATA 
PENATA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan III/a hingga 
III/d dengan sebutan secara berjenjang: PENATA MUDA, PENATA MUDA 
TINGKAT I, PENATA, dan PENATA TINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan 
golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan 
formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dari ketentuan 
tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan 
PENATA sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup 
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pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang 
komprehensif tentang sesuatu maka PENATA bukan lagi sekedar pelaksana, 
melainkan sudah memiliki tanggung jawab MENJAMIN MUTU proses dan keluaran 
kerja tingkatan PENGATUR.
51
 
4. PEMBINA 
PEMBINA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan IV/a 
hingga IV/e dengan sebutan secara berjenjang: PEMBINA, PEMBINA TINGKAT I, 
PEMBINA UTAMA MUDA, PEMBINA UTAMA MADYA dan PEMBINA 
UTAMA. Sebagai jenjang tertinggi, kepangkatan ini tentunya diperoleh sesudah 
melalui suatu perjalanan karier yang panjang sebagai PNS.Ini berarti pekerjaan pada 
kelompok kepangkatan PEMBINA semestinya bukan saja menuntut suatu keahlian 
bidang ilmu tertentu yang mendalam, namun juga menuntut suatu kematangan dan 
kearifan kerja yang sudah diperoleh sepanjang masa kerjanya. Dengan demikian, 
PEMBINA adalah model peran bagi jenjang-jenjang di bawahnya guna keperluan 
MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN kekuatan sumber daya untuk jangkauan 
pandang ke depan.
52
 
Guna memantapkan makna eselonisasi, hendaknya setiap tingkatan eselon 
dikaitkan juga dengan makna kepangkatan PNS. Berikut pemikiran LPTUI tentang 
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MAKNA ESELONISASI PNS (Eselon I hingga IV), khususnya di tingkat 
PROVINSI: 
1. ESELON I 
ESELON I merupakan hirarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 
jenjang: ESELON IA dan ESELON IB. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah 
terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/e. Ini berarti secara kepangkatan, 
personelnya sudah berpangkat PEMBINA yang makna kepangkatannya adalah 
MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN. Di tingkat provinsi, maka Eselon I dapat 
dianggap sebagai PUCUK PIMPINAN WILAYAH (PROVINSI) yang berfungsi 
sebagai penanggungjawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya. Hal itu dilakukan 
melalui keahliannya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan 
membawa provinsi mencapai sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka 
panjang.
53
 
2. ESELON II 
ESELON II merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2 
jenjang: ESELON IIA dan ESELON IIB. Jenjang pangkat bagi Eselon II adalah 
terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti secara kepangkatan, 
personelnya juga sudah berpangkat PEMBINA yang makna kepangkatannya adalah 
MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN.Di tingkat provinsi, maka Eselon II dapat 
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dianggap sebagai MANAJER PUNCAK SATUAN KERJA (INTANSI).Mereka 
mengemban fungsi sebagai penanggungjawab efektivitas instansi yang dipimpinnya 
melalui keahliannya dalam perancangan dan implementasi strategi guna 
merealisasikan implementasi kebijakan-kebijakan pokok provinsi.
54
 
3. ESELON III 
ESELON III merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2 
jenjang: ESELON IIIA dan ESELON IIIB. Jenjang pangkat bagi Eselon III adalah 
terendah Golongan III/d dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti secara kepangkatan, 
personelnya juga berpangkat PEMBINA atau PENATA yang sudah mumpuni 
(Penata Tingkat I) sehingga tanggungjawabnya adalah MEMBINA DAN 
MENGEMBANGKAN. Di tingkat provinsi, Eselon III dapat dianggap sebagai 
MANAJER MADYA SATUAN KERJA (INTANSI) yang berfungsi sebagai 
penanggungjawab penyusunan dan realisasi program-program yang diturunkan dari 
strategi instansi yang ditetapkan oleh Eselon II.
55
 
4. ESELON IV 
ESELON IV merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 
jenjang: ESELON IVA dan ESELON IVB. Jenjang pangkat bagi Eselon IV adalah 
terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d. Ini berarti secara kepangkatan, 
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personelnya berpangkat PENATA yang sudah cukup berpengalaman.Makna 
kepangkatannya adalah MENJAMIN MUTU.Oleh karenanya di tingkat provinsi, 
Eselon IV dapat dianggap sebagai MANAJER LINI SATUAN KERJA (INSTANSI) 
yang berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari 
program yang disusun di tingkatan Eselon III.
56
 
Eselon adalah tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan 
eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 
1. Eselon la Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 
2. Eselon lb Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 
3. Eselon II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 
4. Eselon lIb Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c &amp; 
5. Eselon IIIa Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 
6. Eselon III b Penata Tingkat I Ill/d Pembina IV/a 
7. Eselon IV a Penata III/c Penata Tingkat I Ill/d 
8. Eselon IV b Penata Muda Tingkat I Ill/b Penata III/c 
9. Eselon V Penata Muda Ill/a Penata Muda Tingkat I Ill/b57 
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Sedangkan penerapannya, eselon-eselon tersebut dalam sebuah lembaga 
dengan lembaga lainnya itu berbeda namanya walaupun sama tingkatannya. 
Contohnya:  
Di tingkat pusat (Kementerian): 
- Eselon I terdiri dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, 
Kepala Badan, dan lain-lain 
- Eselon II terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat 
Jenderal, Sekretaris Badan, dan lain-lain 
- Eselon III terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan lain-lain 
- Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.58 
Di tingkat daerah (Provinsi misalnya): 
- Eselon I yaitu Sekretaris Daerah 
- Eselon II yaitu Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala 
Badan, dan lain-lain 
- Eselon III yaitu Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala 
Bagian, dan lain-lain 
- Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.59 
                                                             
     58http://d3mi-unsyiah.forumi.biz/t111-makna-kepangkatan-dan-eselonisasi-pns diakses pada 6 Juni 
2016. 
 
 
60 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN 
A.  Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota 
Makassar Pada Tahun 2014. 
Kota Makassar (Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai 
Ujung Pandang) adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan 
Kota Internasional serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu 
pernah menjadi Ibu kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Makassar 
terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di 
sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros 
di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.
60
 
Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong salah 
satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar di luar pulau Jawa 
setelah Kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah 
penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima berpenduduk 
terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. 
Rekrutmen pegawai atau pejabat secara terbuka untuk memperoleh 
orang‐orang yang kompetensi dan komitmennya kuat sebenarnya bukan hal baru. 
Pada akhir tahun 1990-an beberapa BUMN sudah mengembangkan pola rekrutmen 
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jabatan strategis setingkat Direktur dengan membuat pengumuman terbuka dan 
mengundang tokoh-tokoh professional untuk mendaftarkan diri. Jajaran Kementerian 
dan lembaga pemerintah sebenarnya juga secara normative diwajibkan untuk 
mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka melalui media, laman Web atau 
pengumuman secara langsung. Masalahnya Adalah bahwa keterbukaan rekrutmen itu 
seringkali dibatasi karena kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari pejabatnya 
maupun dari kalangan dalam sendiri.
61
 
Lelang Jabatan, istilah yang sering didengungkan dalam dinamika birokrasi di 
Indonesia. Istilah ini mulai terdengar pada tahun 2013, di Jakarta dibawah 
pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahtja 
Purnama, dimana posisi Camat, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas 
dan beberapa jabatan lain diisi dengan metode lelang jabatan. Metode lelang jabatan 
tersebut dilakukan dengan serangkaian tes tulis dan wawancara sehingga dapat 
diketahui kinerja dari calon pejabat tersebut. Setelah lelang jabatan di lakukan di 
Jakarta dan dinyatakan berhasil, kemudian lelang Jabatan ini tersebar luas dan di 
aplikasikan dimasing-masing kota besar, termasuk di Kota Makassar.
62
 
Untuk dasar hukum prosedur lelang jabatan, hal ini diatur dalam Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat 
ketentuan perihal wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi 
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Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya. Adapun dalam Undang 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 
Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian juga mengatur tentang persyaratan 
pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pada pasal 17 ayat (2) 
disebutkan bahwa “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilaksanakan. berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat 
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.” 
Pengisian jabatan dalam pemerintahan berkaitan erat dengan hak setiap orang, 
yang merupakan penanggung jawab dari hak politik sebagai bagian dari hak asasi 
manusia yang harus diakui dan di lindungi oleh negara. Demikian halnya Indonesia, 
yang mengatur hak tersebut secara mendasar dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas mengamanatkan bahwa 
setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam 
pemerintahan.
63
 
Hal ini mengindikasikan bahwa negara sepatutnya memberikan peluang yang 
setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam 
pemerintahan, termasuk dalam jabatan struktural, yang diwujudkan melalui 
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mekanisme pengisian jabatan yang mampu mewadahi peluang tersebut secara 
terbuka.
64
 
1. Prosedur dan mekanisme dalam lelang jabatan 
Menurut Dr. Syamsu Rizal Ml., S.Sos., M.Si ada beberapa Jabatan yang di 
Lelangkan di Kota Makassar pada tahun 2014 lalu, yaitu eselon 2, eselon 3, camat 
dan lurah, dan masing – masing peserta yang mencalonkan diri tersebut melewati 
proses atau prosedur yang diberikan oleh panitia.
65
 
Proses promosi jabatan dilakukan dengan tahapan: 
 Pertama; pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat 
metedaran melalui papan pengumuman, dan atau media cetak, media 
elektronik (termasuk media online/internet) sesuai dengan anggaran yang 
tersedia. Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa 
tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk 
mengisi lowongan yang tersedia. 
 Kedua, mekanisme seleksi atau penilaian kompetensi manejerial dan 
kompetensi bidang (substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial 
dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara 
kompetensi dan analisa kasus danpresentasi. Sedangkan penilaian kompetensi 
bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara (Standar kompetensi 
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Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan 
jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. 
 Ketiga, Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara 
terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik 
(termasuk media online atau internet). 
Seleksi Administrasi Promosi Terbuka Jabatan Camat, Lurah dan Eselon  Di 
Kota Makassar
66
 
A. Syarat Pendaftaran 
Camat : 
- Berstatus Pegawai Negeri Sipil; 
- Pangkat Piñata Tk.I Golongan Ruang III/B Fotocopy Terlampir; 
- Pernah Dan / Atau Masih Menduduki Minimal Jabatan Struktural Eselon 
III.B Fotocopy Terlampir; 
- Minimal Berijazah S.1 Fotocopy Terlampir; 
- Usia Maximal 57 Tahun; 
- Penilaian DP-3 Sekurang-Kurangnya Bernilai Baik Dalam 2 Tahun 
Terakhir Fotocopy Terlampir; 
- Bagi Pegawai Negeri Sipil Diluar Pemerintahan Kota Makassar Harus 
Melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Dari Bupati /  Walikota Dan 
Surat Keterangan Bebas Temuan Dari Inspektorat Setempat; 
- Bersedia Bekerja 24 Jam Yang Di Tuangkan Dalam Surat Pernyaraan; 
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- Mampu Mengoprasionalkan Komputer Minimal Aplikasi Office Dan 
Internet; 
- Sehat Jasmani Dan Rohani; 
- Melampirkan Keterangan Bebas Narkoba.67 
Lurah  : 
- Berstatus Pegawai Negeri Sipil; 
- Pangkat Pinata Tk.I Golongan Ruang III/d Fotocopy Terlampir; 
- Minimal Berijazah DIII Fotocopy Terlampir; 
- Usia Maximal 57 Tahun; 
- Penilaian DP-3 Sekurang-kurangnya Bernilai Baik Dalam 2 Tahun 
Terakhir Fotocopy Terlampir; 
- Bagi Pegawai Negeri Sipil Diluar Pemerintahan Kota Makassar Harus 
Melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Dari Bupati /  Walikota Dan 
Surat Keterangan Bebas Temuan Dari Inspektorat Setempat; 
- Bersedia Bekerja 24 Jam Yang Di Tuangkan Dalam Surat Pernyaraan; 
- Mampu Mengoprasionalkan Komputer Minimal Aplikasi Office Dan 
Internet; 
- Sehat Jasmani Dan Rohani; 
- Melampirkan Keterangan Bebas Narkoba.68 
Eselon II : 
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- Pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, 
Jenjang Kepangkatan Jabatan Struktural ( Golongan ruang IV/b ).  
- Telah Lulus Diklat Penjenjangan. 
- DP- 3 selama 2 ( dua ) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik. 
- Diutamakan yang perpendidikan Sarjana / Sederajat. 
- Memperhatikan Senioritas. 
- Persetujuan Kepala Unit yang bersangkutan.69 
Eselon III : 
- Pangkat Sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tingkat dibawah pangkat awal, 
jenjang kepangkatan jabatan tersebut ( Golongan ruang III/d ). 
- Telah lulus Diklat Penjenjangan. 
- DP3 selama 2 ( dua ) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik. 
- Diutamakan yang berpendidikan Sarjana / Sederajat. 
- Memperhatikan Senioritas. 
- Persetujuan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan70 
B.  Tahapan Dan Materi Seleksi71 
1. Seleksi Administrasi 
- Panitia seleksi melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi 
sesuai dengan ketentuan yang di persyaratkan. 
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- Selanjutnya panitia seleksi menetapkan calon peserta yang memenuhi 
persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya. 
2. Panitia seleksi Kompetensi Sumber Daya Manusia akan melakukan tes 
kompetensi terhadap seluruh yang telah lulus dalam seleksi administrasi. 
3. Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan secara resmi 
melalui papan pengumuman resmi dan website Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Makassar di www.makassarkota.go.id
72
 
C. Tata Cara Pendaftaran Online73 
1. Peserta membuka  website www.makassarkota.go.id setelah terbuka calon 
peserta memilih menu registrasi; 
2. Selanjutnya klik pilihan “Promosi Jabatan Camat, Lurah dan Eselon”, 
setelah terbuka isi formulir secara lengkap dan benar (tidak dipalsukan) 
sesuai dengan dokumen yang dimiliki peserta; 
3. Setelah mengisi data, peserta agar memasukkan kode verifikasi sesuai 
gambar yang muncul pada kolom registrasi; 
4. Selanjutnya peserta memasukkan password sesuai pilihan peserta 
(minimal 4 huruf / karater); 
5. Selanjutnya pesan informasi “Selamat Anda Sudah Mengisi Formulir 
Registrasi Dengan Benar”, nomor registrasi ini harap disimpan dengan 
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baik karena akan digunakan untuk penukaran Nomor Ujian Peserta 
Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Camat, Lurah Dan Eselon; 
6. Berdasarkan hasil registrasi tersebut diatas, peserta datang ketempat 
pendaftaran sesuai dengan formulir registrasi dengan membawa 
persyaratan lengkap (asli dan foto copynya) dengan menunjukkan print 
out formulir pendaftaran online atau ID registrasi kepada panitia seleksi; 
7. Apabila jaringan internet dan website mengalami gangguan pada 
pendaftaran Promosi Jabatan Camat, Lurah dan Eselon, operator dapat 
menghubungi Customer Service dengan no HP 081 340 851 013 untuk 
membantu resigistrasi pendaftaran.
74
 
Pemerintah Kota Makassar bekerja keras dalam melaksanakan Lelang 
Jabatan, diantaranya Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja 
Pemerintah Kota Makassar antara lain yaitu: 
 
a. Pemberian Pembekalan 
Pemeberian pembekalan kepada para peserta lelang jabatan diyakini akan 
lebih meningkatkan kinerja dan wawasan para peserta lelang jabatan melalui 
materi-materi yang di berikan oleh pemateri mengenai pemerintahan di 
Indonesia. 
b. Ujian Kompetensi 
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Pemberian ujian kompetensi kepada para peserta lelang jabatan, akan lebih 
memperketat seleksi lelang jabatan di kota Makassar, sehingga kota Makassar 
akan mendapatkan pejabat-pejabat yang berkompeten dan berintelektual yang 
mampu bersaing dengan pejabat-pejabat lainnya di luar sana. 
Jajaran pejabat yang direkrut melalui lelang jabatan menunjukkan kinerja 
yang menjanjikan di Kota Makassar. Rekruitmen pejabat melalui monitoring 
Walikota Makassar telah meningkatkan kinerja camat, lurah dan eselon. 
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Faisal Burhan yang bekerja di 
balaikota pada bagian bidang pendayagunaan dan pengembangan karir, 
mengungkapkan adanya lelang citra politik pemerintahan sekarang membangun 
pencitraan politik bersih di masyarakat dan agar Kota Makassar bisa menjadi kota 
yang dunia tanpa ada korupsi kolusi dan nepotisme. 
Ayat berikut sangat terkait dengan para pemimpin yang terpilih dalam lelang 
jabatan tahun 2014 di Kota Makassar. (QS. As-Sajdah (32) :24) berbunyi : 
Terjemahannya: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar .Dan adalah mereka 
meyakini ayat-ayat Kami” (QS. As-Sajdah (32) :24).75 
 
                                                             
     
75
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2. Konstruksi politik lelang jabatan  
Seperti yang di uangkapkan oleh Bapak  Faisal Burhan yang bekerja di 
balaikota pada bagian bidang pendayagunaan dan pengembangan karir 
mengungkapkan bahwa kontruksi lelang jabatan diadopsi dari pemerintahan 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahtja Purnama yang 
berhasil melaksanakan lelang jabatan di Jakarta dan lelang jabatan akan di lakukan 
mengingat banyaknya masukan dari masyarakat serta besarnya aspirasi yang 
menginginkan agar jabatan-jabatan yang itu untuk melawan korupsi, kolusi dan 
nepotisme dalam jabatan pemerintahan dan agar pemerintahan yang baik. 
Saat ini terdapat 7 jabatan yang mengalami kekosongan kondisi tersebut 
memaksa Pemkot Makassar untuk menggelar lelang jabatan agar bisa mengisi jabatan 
yang kosong.  
Proses lelang jabatan camat dan lurah melibatkan Lembanga Administrasi 
Negara (LAN) Makassar dan lembaga survey Celebes Research Center (CRC) 
bekerjasama dengan Badan Pertimbngan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 
Pemkot Makassar sebagai tim seleksi untuk menguji aspek loyalitas, dedikasi, 
krediblitas, komitmren dan kemampuan manajerial para calon camat dan lurah 
tersebut 
Proses penjaringan lelang jabatan eselon II mulai berjalan. Ada 11 posisi yang 
dibuka pada lelang jabatan kali ini. Enam posisi yang dijabat PIt dan lima posisi 
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untuk struktur baru. Di antaranya Enam jabatan lama dibuka yakni, Kadis 
Perhubungan, Kadis Pendidikan,Kadis Sosial, Kadis Komunikasi dan Informatika, 
Kadis Perumahan dan kawasan pemukiman, serta Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun Jabatan yang masih tahap pembahasan 
struktur baru yakni Kadis Pertahanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah, Kadis Kebudayaan, Kadis Pangan dan Pertanian serta Kadis Perpustakaan. 
Jumlah peserta lelang jabatan baik eselon II dan eselon III hampir sama 
jumlah pesertanya dari total 150 pejabat yang mendaftar di eselon IIIa ada 70 pejabat 
seperti kepala bagian dan sekretaris dinas selebihnya eselon IIb. Akan tetapi tidak 
semua pejabat eselon IIIa yang mendapatkan promosi jabatan tersebut hanya  50%. 
Proses teknis lelang jabatan terdiri dari tiga sisi yakni sisi pertama untuk 
undangan jabatan pilihan kedua, begitu pula pada sesi ketiga. “Itu tergantung peserta 
yang menentukan”. 
Tes tertulis ini akan rampung dalam sehari, mulai pagi hingga sore hari. 
Durasi waktu masing-masing peserta 1 jam, 15 menit untuk presentase pokok-pokok 
pikiran terkait jabatan. Selebihnya 45 menit digunakan untuk tanya jawab. “Yang 
tidak ikut, ya langsung gugur.
76
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3. Antara profesionalisme dan prestasi lelang jabatan 
Bapak Faisal Burhan yang bekerja di balaikota pada bagian bidang 
pendayagunaan dan pengembangan karir mengungkapkan orang ikut lelang 
jabatan orang-orang pilihan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan 
serta inovasi dalam menjalankan amanah, kualitas, kapabilitas, professional 
dan proposional. Ada pula peserta yang di lihat dari prestasi agar mengisi 
jabatan tersebur seperti eselon II dan eselon III yang diberi undangan dari 
wali kota agar nengikuti lelang jabatan tersebut. 
Camat dan lurah terbuka buat umum jabatan camat dan lurah memang 
menuntut professional untuk menyerap, mengolah dan menguasai masalah 
yang dihadapi masyarakat. Kemudian bisa menganalisis dan mencari 
solusinya. Kemampuan dan keterampilan inilah yang kemudian diperebutkan 
melalui lelang oleh beberapa calon untuk dipilih yang terbaik, guna 
memegang jabatan lurah dan camat tersebut. 
Camat dan lurah diharapkan bisa menjawab besarnya harapan Warga 
Makassar menjadikan Makassar dua kali tambah lebih baik dari berbagai 
aspek baik peningkatan pendapatan asli daerah , Makassar tidak rantasa , 
Makassar smart card , pelayanan kesehatan dasar lewat home care , 
peningkatan taraf hidup masyarakat kecil berbasis lorong, peningkatan 
kualitas pendidikan, memudahkan segala urusan administrasi masyarakat 
tanpa mengabaikan aturan berlaku dan pengelolaan keuangan transparan 
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serta.
77
 akuntabel agar di harapkan tidak ada lagi pejabat pemkot Makassar 
tersandung kasus hukum  
Profesional untuk taat pada displin serta jujur terhadap tugas ,  punya 
inisiatif tanpa disuruh langsung merinci serta melaksanakan apa yang menjadi 
Visi dan Misi pimpinan, pejabat di eranya harus innovatif selalu punya ide 
dan selalu ada solusi jalan keluar terhadap berbagai permasalaan , loyalitas 
untuk taat terhadap perintah pimpinan dengan berdasarkan aturan hukum , dan 
memiliki adaptive leadership yakni kemampuan kepemimpinan yang bisa 
cepat menyesuaikan dengan perubahan , pekerja keras melayani masyarakat 
tanpa kenal waktu, sombere dalam melayani Warga Makassar sebagai bentuk 
loyalitas kepada masyarakat selain loyalitas kepada pimpinan. Tahap awal di 
umumkan camat dan lurah , nanti pelantikan untuk camat oleh walikota dan 
lurah dilantik sama camat,  
Sedangkan Eselon II dan Eselon III walikota sudah menentukan pejabat 
yang diberi undangan untuk mengikuti lelang jabatan tersebut orang-orang 
yang diberi undangan adalah orang-orang yang telah diberi kepercayaan dan 
mempunyai pengalaman dan yang telah menunjukan prestasi selama 
menjabat. untuk menciptakan pemerintahan yang baik, Maka dibutuhkan 
aparat yang memiliki kualitas dan dedikasi tinggi. maka dibutuhkan tes yang 
selanjutnya akan menjadi pertimbangan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan 
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Kepangkatan (Baperjakat) untuk ditempatkan ke dalam kabinet Danny-Ical. 
Walikota mengaku telah meminta pertimbangan tim Baperjakat untuk 
menentukan siapa saja Sekretaris Dinas dan Kepala bidang yang berhak 
mendapatkan undangan lelang jabatan ini, berdasarkan syarat kepangkatan, 
prestasi dan senioritas. Dari pertimbangan bersama Baperjakat, diketahui ada 
Sekretaris yang baru dilantik satu tahun, itukan belum memenuhi syarat 
promosi, ada juga yang tidak pernah berbuat apa-apa sementara yang kita 
butuhkan adalah mereka yang memiliki prestasi. 
4. Citra politik lelang jabatan di Walikota 
Seperti yang diungkapan oleh Bapak Faisal Burhan yang bekerja di balaikota 
pada bagian bidang pendayagunaan dan pengembangan karir mengungkapkan 
adanya lelang jabatan citra politik pemerintahan sekarang makin membaik dari 
sebelumnya karna membangun pencitraan politik bersih di masyarakat dan agar 
Kota Makassar bisa menjadi kota yang dunia tanpa ada korupsi, kolusi, 
nepotisme (KKN). 
Dani Pomanto yang di kenal ana loronna Makassar tidak lama menjabat pak 
dani mampu mendapatkan adi pura. Agar kota Makassar menjadi kota yang 
ramah dan bisa menjadi kota terbaik. 
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Good governance merupakan elemen yang utama. Dalam konteks reformasi 
pelayanan publik dan birokrasi tidak hanya terkait perampingan jumlah pegawai dan 
78
. pengendalian biaya, tetapi lebih kepada peningkatan kinerja dan manajemen 
SDM.Hal ini inheren dengan filosofi lelang jabatan dimana skema ini mendukung 
terciptanya manajemen SDM yang optimal. Pakar kebijakan publik Eko Prasojo 
menyatakan bahwa skema lelang jabatan akan menciptakan kompetisi yang fair dan 
obyektif, sehingga dapat diperoleh calon pemimpin terbaik.  
Aspek dari good governance adalah transparansi dan informasi. Hal ini 
mengacu pada suatu lingkungan di mana  setiap kebijakan yang dilaksanakan 
pemerintah diumumkan kepada publik secara tepat waktu, komprehensif, dan mudah 
diakses. Skema lelang jabatan merupakan terobosan pemerintah yang memudahkan 
publik untuk memantau dan memberikan masukan terhadap jalannya proses 
pemerintahan. Di Kota Makassar sendiri, selain membuka akses yang luas bagi 
publik untuk memantau prosesnya, terdapat tahapan uji publik yang bertujuan untuk 
melibatkan berbagai komponen masyarakat.Komponen masyarakat yang terlibat 
meliputi perorangan (dengan memberikan masukan email/surat ke panitia). 
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang Jabatan Dalam Penguatan 
Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014. 
1. Faktor Pendukung Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah 
Kota Makassar Pada Tahun 2014 
Faktor yang mendukung agar pelaksanaan lelang jabatan di Kota Makassar 
dapat berjalan dengan baik adalah: 
1.1 FAKTOR PENDUKUNG PEMERINTAH DAN PANITIA 
PELAKSANA 
Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
penyelenggaraan lelang jabatan Kota Makassar. Dalam hal ini yaitu: 
- Media Massa 
Media Massa merupakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
penyelenggaraan lelang jabatan Kota Makassar. Karena tidak mengambil 
waktu banyak dalam memberitahukan kepada masyarakat yang ingin ikut 
andil dalam proses lelang jabatan di Kota Makassar. Media Massa memiliki 
berbagai fungsi bagi publik atau khalayak, media massa memiliki peran untuk 
menghimpun berbagai informasi penting dan bernilai berita. Untuk kemudian 
disebarkan ke masyarakat kota Makassar, dengan begitu media massa bersifat 
dinamis. Selalu ada hal baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kota 
Makassar. Media Massa ini berupa : 
a. Portal BKD Makassar 
b. Webset resmi Menkot 
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c. Media cetak (Koran, poster dan spanduk) 
d. Media elektronik (radio dan tv) 
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Faisal Burhan yang bekerja di 
balaikota pada bagian bidang pendayagunaan dan pengembangan karir mengatakan 
bahwa media massa sangat penting dalam proses pelaksanaan lelang jabatan di Kota 
Makassar, karena tidak mengambil waktu banyak dalam memberitahukan kepada 
masyarakat yang ingin ikut andil dalam proses lelang jabatan di Kota Makassar.
79
 
- Tempat pelaksanaan Tes 
Tempat yang disediakan oleh pemerintah dan panitia pelaksana cukup nyaman 
dan luas, sehingga orang-orang yang berada di tempat itu tidak merasa gelisah dengan 
keadaan temapat yang disediakan. 
Seperti yang di ungkapkan oleh staff BKD BalaiKota Makassar Bapak Andi 
Ato Rahman mengemukakan bahwa tempat yang disediakan oleh para pelaksana, 
baik itu panitia dan pemeritah yang bekerja sama. Sangat nyaman dan saya tidak 
mendengar adanya keluhan-keluhan tentang tempat itu.
80
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Jufri selaku salah satu peserta 
lelang jabatan yang berprofesi sebagai lurah di Kecamatan Tallo mengungkapkan 
bahwa tempat yang disediakan buat kita para peserta sangat nyaman dan luas, 
membuat kita leluasa untuk bergerak.
81
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- Sosialisai Mobil Keliling 
Sosialisai Mobil Keliling merupakan salah satu bentuk dukungan dari 
pemerintah untuk menyelenggarakan lelang jabatan di Kota Makassar. 
Pemerintah memberikan mobil kepada panitia yang menyelenggarakan leleng 
jabatan demi kesuksesan lelang jabatan di Kota Makassar. 
Fungsi dari Sosialisai Mobil Keliling yaitu member tahukan kepada 
masyarakat Kota Makassar yang belum mengetahui lelang jabatan tersebut dan 
menjelaskan kepada masyarakat. Agar masyarakat ini bisa mengerti. 
Seperti yang di ungkapkan oleh sekretaris BKD balaikota Makassar Bapak 
Drs. H. Basri Rakhman, M.Si mengemukakan bahwa sosialisasi mobil keliling ini 
sangat diperlukan, karena mengingat masih banyak masyarakat Kota Makassar yang 
Gaptek atau gagal teknologi dan ada juga yang masih belum mengerti tentang lelang 
jabatan. Nah, disitu kita jelaskan fungsi dan tujuan di selenggarakannya lelang 
jabatan ini.Apa lagi kita dibantu oleh pemerintah dengan disediakannya mobil 
keliling ini.
82
 
1.2  FAKTOR PENDUKUNG DARI MASYARAKAT 
Kelengkapan berkas yang diberikan panitia dan calon peserta lelang jabatan, 
membuat kinerja panitia dalam melaksanakan lelang jabatan di Kota Makassar tidak 
terhambat oleh penundaan jadwal lelang jabatan di Kota Makassar. 
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Seperti yang di ungkapkan oleh staff BKD Balaikota Makassar Bapak Andi 
Ato Rahman mengemukakan bahwa berkas yang di syaratkan dan dibawah oleh 
peserta lelang jabatan sudah dipenuhi semuanya dan masyarakat ikut serta dan 
membantu dalam pelaksanaan lelang jabatan. Ini membuat kita semua bisa 
menghemat waktu dalam proses administrasi.
83
 
2. Faktor Penghambat Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah 
Kota Makassar Pada Tahun 2014 
Pelaksanaan lelang jabatan tidak selamanya terlaksana sesuai yang 
diharapkan, seringkali terdapat hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan lelang 
jabatan menjadi terhambat ataupun tertunda. Faktor penghambat lelang jabatan 
tersebut meliputi: 
1. Anggaran 
Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk proses pelaksanaan lelang 
jabatan tidak mencukupi dalam proses lelang jabatan.  
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Faisal Burhan yang bekerja di 
balaikota pada bagian bidang pendayagunaan dan pengembangan karir mengatakan 
bahwa anggaran yang disediakan pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi dalam 
proses lelang jabatan, karena ada banyak keperluan yang mau dibeli ditambah lagi 
jumlah peserta yang begitu banyak.
84
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2. Jumlah Peserta 
Jumlah Peserta dalam proses lelang jabatan di Kota Makassar tahun 2014 
terlalu membludak atau terlalu besar, sehingga panitia lelang jabatan kualahan dalam 
proses seleksi tersebut. Utamanya dalam proses pengecekan berkas peserta. 
Seperti yang di ungkapkan oleh Camat Tallo Kota Makassar Bapak Andi 
Zainal Abidin, SE mengemukakan bahwa pada tahun 2014, jumlah peserta yang ikut 
berpartisipasi dalam proses lelang jabatan ini sangat banyak dan membuat kami 
kualahan terutama dalam bagian pengecekan berkas peserta.
85
 
1. Hal positif sistem lelang jabatan di Kota Makassar 
Pengaruh positif dengan adanya sistem lelang jabatan adalah : 
a. Dengan sistem lelang jabatan, yaitu adanya fit and proper test, maka 
diharapkan akan menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga 
nantinya akan tercipta pejabat yang berkompeten pada saat mengemban 
amanah jabatan. 
b. Pada saat dilakukan lelang jabatan, maka akan dilihat bagaimana track 
record kinerja pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, pengaruh positif 
dengan adanya lelang jabatan tersebut adalah penempatan pejabat yang 
bersih dan berkompeten pada saat menduduki suatu jabatan. 
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c. Menghindari dari pengisian jabatan yang merupakan “pesenan” dari pihak 
lain yang memiliki kepentingan dalam hal tugas dan wewenang dari 
jabatan tersebut. 
d. Memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarier 
berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya. 
e. Merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga 
masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintahan, sehingga gol “good 
governance” akan tercipta. 
2. Dampak adanya lelang jabatan di Kota Makassar 
Diberlakukannya sistem lelang jabatan di Kota Makassar, Awal mula terjadi 
polemik yang menjadi “Rahasia Umum” di kalangan PNS, terutama PNS yang sudah 
golongan tinggi, karena tesnya yang begitu susah, banyak dari mereka yang sudah 
tidak hafal materi ujian, walau sudah diisi dengan pengalaman. Kemudian dalam 
jangka waktu tertentu, ditemukan bahwa terjadi kecurangan pada pelaksanaan lelang 
jabatan, terutama untuk posisi camat, lurah, dan eselon. 
Sementara itu yang perlu diingat adalah bahwa setiap system selalu memiliki 
keunggulan dan sekaligus kelemahan. Seperti diungkapkan oleh pakar Manajemen 
SDM di sektor publik, system terbuka (open system recruitment) sangat unggul untuk 
menyaring Pegawai dari kelompok yang lebih luas dengan calon‐calon pejabat yang 
lebih segar. Di negara‐negara berkembang, system terbuka juga akan mampu 
memberantas nepotisme dan korupsi dalam pengadaan pegawai. Sebaliknya, system 
 
 
82 
 
tertutup (closed system recruitment) juga tetap memiliki keunggulan apabila yang 
diperlukan adalah layanan yang stabil dan loyalitas pejabat yang lebih langgeng.
86
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti temukan. Penelitian 
pertama  Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota 
Makassar Pada Tahun 2014, telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan awal 
dari penelitian: 
2. Lelang jabatan merupakan salah satu strategi yang jitu untuk melawan nepotisme, 
kolusi dan korupsi dalam jabatan pemerintahan.Pengisian jabatan dalam 
pemerintahan berkaitan erat dengan hak setiap orang, yang merupakan 
Penanggung jawaban dari hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang 
harus diakui dan dilindungi oleh negara. Demikian halnya Indonesia, yang 
mengatur hak tersebut secara mendasar dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas mengamanatkan bahwa 
setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam 
pemerintahan. Di Makassar, ada tiga jabatan yang dilelangkan, yang pertama 
aparat kecamatan (camat), kedua adalah kelurahan (lurah) dan yang ketiga eselon 
(eselon 2 dan eselon 3). Prosedur lelang jabatan di Kota Makassar sudah di 
jalankan dengan sebaik mungkin kemudian panitia pelaksana melakukan seleksi 
administrasi promosi terbuka jabatan camat, lurah dan eselon  di Kota Makassar 
lalu tahapan dan materi seleksi dan juga tata cara pendaftaran online. Selama 
proses lelang jabatan media dapat meliput proses yang dilakukan para peserta 
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yang bertujuan untuk menanamkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. 
Mekanisme Lelang Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar 
antara lain yaitu Pemberian Pembekalan dan Ujian Kompetensi kepada para 
peserta lelang jabatan di Kota Makassar. 
Kemudian temuan yang kedua Faktor Pendukung dan Penghambat Lelang 
Jabatan Dalam Penguatan Kinerja Pemerintah Kota Makassar Pada Tahun 2014 yaitu 
faktor pendukung lelang jabatan dalam penguatan kinerja pemerintah kota makassar 
pada tahun 2014 yaitu media massa, tempat pelaksanaan tes, sosialisasi mobil keliling 
dan juga kelengkapan berkas yang diberikan calon peserta ke panitia lelang jabatan, 
membuat kinerja panitia dalam melaksanakan lelang jabatan di kota makassar tidak 
terhambat oleh penundaan jadwal lelang jabatan di kota makassar. Sedangkan faktor 
penghambat lelang jabatan dalam penguatan kinerja pemerintah kota makassar pada 
tahun 2014 yaitu anggaran dan jumlah peserta. Dampak adanya lelang jabatan di Kota 
Makassar Pada awal diberlakukannya sistem lelang jabatan di Kota Makassar, terjadi 
polemik yang menjadi “rahasia umum” di kalangan PNS, terutama PNS yang sudah 
golongan tinggi, karena tesnya yang begitu susah, banyak dari mereka yang sudah 
tidak hafal materi ujian, walau sudah diisi dengan pengalaman. Kemudian dalam 
jangka waktu tertentu, ditemukan bahwa terjadi kecurangan pada pelaksanaan lelang 
jabatan, terutama untuk posisi camat, lurah, dan eselon. 
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B. SARAN 
Lelang jabatan yang merupakan sistem jika dikelola dengan serius akan 
mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Karena lelang jabatan merupakan suatu hal 
yang baru, berbeda dengan sistem sebelumnya, maka disarankan : 
1. Pihak penyelenggara lelang jabatan di kota Makassar di harapkan untuk 
lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi di kota Makassar. 
2. Peserta atau calon kandidat  diharapkan untuk lebih sering mengikuti 
informasi yang ada di website kota Makassar dan juga lebih mengutamakan 
kejujuran dan transparansi ke seluruh pihak yang terkait. 
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